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c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 
177 /KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 
Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID 2019) serta pengamanan daya Beli Masyarakat dan 
Perekonomian Nasional maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas 
system keuangan, termasuk pengutamaan 
penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 
(refocusing}, penyesuaian alokasi, dan/ atau 
pemotongan penundaan penyaluran transfer ke daerah dan 
dana desa dengan kriteria tertentu, telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07 /2020 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid2019) dan/atau 
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 
nasional; 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, 
: a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta 
pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan 
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan 
semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, 
fokus, terpadu dan sinergi Pemerintah Daerah untuk 
melakukan Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta 
Pengadaan Barang dan Jasa; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN NOMOR 24 TAHUN 
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN 
NOMOR 9 TAHUN 2020 

BUPATIKEPULAUANYAPEN 
PROVINS! PAPUA 



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas 
Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4884; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2907; 

: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ; 
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Mengingat 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165 ); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Togas dan Wewenang serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi 
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam rangka 
menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian 
nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6516); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 
tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019) serta 
pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 
Nasional; 

23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta pengadaan barang dan 
jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) 

22. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 
kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) ; 

21. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 ten tang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan 
Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat 
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 60); 

20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6224); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 
Tahun 2017 Ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 
Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 5 
Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 1 Tahun 2017 tentangg 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2018 Nomor 5); 

29. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249) ; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157) ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan .Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Ten tang Pedoman Pemberian 
Hi bah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 ); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Rp. NIHIL 

c. pembiayaan 
1. penerimaan 
2. pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun berkenaan 

Defisit 
Jumlah Belanja 

2. belanja langsung 
a) belanja pegawai 
b) belanja barang dan jasa 
c) belanja modal 

Rp. 418.683.250.544,00 
Rp. 19.293.065.000,00 
Rp. 252.845.891.273,75 
Rp. 690.822.206.818,00 

Rp. ,00 
Rp. 197.747.159.092,25 
Rp. 417.496.909.648,00 
Rp. 615.244.068.740,00 
Rp. l .306.066.275.558,00 
Rp. ,00 

Rp. ,00 
Rp. ,00 
Rp. ,00 

Rp. 66.904.966488,00 
Rp. 748.618.732.000,00 
Rp. 490.542.577 .070,00 
Rp. 1.306.066.275.558,00 

a.pendapatan 
1. pendapatan asli daerah 
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
3. lain-lain pendapatan yang sah 
Jumlah Pendapatan 

b. belanja 
1. belanja tidak langsung 

a) belanja pegawai 
b) belanja bantuan sosial 
c) belanja lainnya 

Pasal 1 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 24 Tahun 
2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 
Yapen Tahun 2019 Nomor 24) yang telah diubah dengan: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KEPULAUAN YAPEN TAHUN ANGGARAN 2020. 

Menetapkan 
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MEMUTUSKAN: 



LAUANYAPEN 
UPATI, 

S ERUI 
~==~13 Mei 2020 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Pasal II 
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